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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR  49 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 46 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang :     a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021, Pasal 32 ayat 5 

sisa DAK Non Fisik yang meliputi Dana TPG ASN Daerah, dana 

Tamsil Guru ASN Daerah, TKG ASN Daerah, Dana BOS Kinerja, 

dan Dana BOS Afirmasi tidak di perhitungkan dengan 

penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran 

berikutnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam 

Peraturan Bupati;  

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 

910/7482/keuda, hal Penyesuaian Alokasi Anggaran 

Dukungan Pendanaan Untuk Belanja Kesehatan Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terhadap 

sebagian alokasi anggaran tersebut dilakukan reformulasi 

sesuai kebutuhan  yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ;  

c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 

930/24659/201.2/2020, perihal Pagu Anggaran Definitif 

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota 
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pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, perlu 

dilakukan penambahan pendapatan dan belanja dituangkan 

dalam Perubahan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang 

Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021. 

 

Mengingat    :     1. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6673); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala   

Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 
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12. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor  64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 
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20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik Tahun 2021 (berita negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1032); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2021 Nomor 6); 

22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2021 Nomor 46). 

 

                                 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 46), diubah 

sebagai berikut: 

 

1.  Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 

Rp 1.982.305.155.034,00 bertambah sebesar Rp 20.015.252.768,00 sehingga 

menjadi Rp 2.002.320.407.802,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula  Rp   1.727.679.501.473,00 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp        20.015.252.768,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan      Rp  1.747.694.754.241,00 
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2. Belanja daerah 

a. Semula  Rp 1.982.305.155.034,00 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp      20.015.252.768,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan      Rp 2.002.320.407.802,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula      Rp    277.125.653.561,00 

2) Bertambah/(berkurang)      Rp                            0,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  

Perubahan      Rp    277.125.653.561,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp     22.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp                           0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah  

Perubahan                                                             Rp     22.500.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         Rp   254.625.653.561,00 

            Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  

perubahan                                                             Rp                          (0,00) 

 

2.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,      

Pendapatan,  Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan    

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

             Ditetapkan di    :  Sampang 

            Pada tanggal      : 15 November 2021 

     

           

 

 

 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal     : 15 November  2021 

 

 
 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR :  49 

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  SAMPANG 

 

     ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos.,MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19660711 198809 1 001 
 

BUPATI SAMPANG, 

 

     ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 
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